
3. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka Peraturan
Gubemur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di
Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan
peraturan perundang- undangan.

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang­
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan dan arahan Menteri Dalam Negeri terkait produk
hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya, dengan ini
kami sampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Provinsi Jawa Tengah merupakan produk hukum daerah
yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja khususnya yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.

2. Terhadap Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor
97 Tahun 2018 dimaksud telah dilakukan Pengkajian Analisis
dan Evaluasi oleh Biro Hukum Setda bersama Instansi dan
SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
(Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMProvinsi Jawa
Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Tengah) pada tanggal 28 September
2021.
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TEMBUSAN:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. WakilGubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiJawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDAProvinsiJawa Tengah;
5. KepalaBadan PengeIoIaKeuangan dan AsetDaerah ProvinsiJawa Tengah;
6. KepalaBadan KepegawaianDaerah ProvinsiJawa Tengah;
7. KepalaBiroHukum SETDAProvinsiJawa Tengah.
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Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara melakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 97 Tahun 2018 dimaksud dengan memperhatikan hasil
Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
sebagaimana terlampir serta mengoordinasikan dengan Biro
Hukum SETDAProvinsi Jawa Tengah.
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C. Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Di Provinsi Jawa Tengah secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana
terlampir sebagai pedoman untuk diperhatikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 dimaksud serta
mengoordinasikan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nornor 97 Tahun 2018 dimaksud dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah.

B. Beberapa susbtansi yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 97 Tahun 2018 dimaksud an tara lain terkait:
1. Pengaturan tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan

Pekerjaan;
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pengawas ketenagakerjaan

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial
ketenagakerjaan;

3. Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ASN dan Non ASN di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

A. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah merupakan produk
hukurn daerah yang terdarnpak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan yaitu :
1. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaaan Kerja, Jaminan Kernatian
dan Jaminan Hari Tua.

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 ten tang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
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